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Abstract. Health services are a critical aspect that requires coordination and cooperation from various parties,
including patients, families, communities and medical personnel. Therefore, this research aims to analyze the
rights and obligations of patients, families, communities and medical personnel in disaster health services. The
method used is literature study. Google and Google Schoolar are used as the main sources of the database used
from 2020 to 2024 to extract research via publish or perish software. From the research that has been conducted,
disaster health services are a very complex and challenging aspect of the health system, which requires a multi-
disciplinary and collaborative approach. A deep understanding of the rights and obligations of patients, families,
communities and medical personnel is a strong basis for building a health care system that is fair, effective and
sustainable. Cooperation between governments, international organizations, non-governmental organizations,
local communities and individuals is essential to ensure that disaster response and recovery efforts can be carried
out in a coordinated and effective manner. The development of supportive policies and regulations, as well as
adequate funding, are also critical to strengthening disaster health services.
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Abstrak. Pelayanan kesehatan merupakan aspek kritis yang memerlukan koordinasi dan kerjasama berbagai
pihak, termasuk pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga medis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mmenganalisis hak dan kewajiban pasien, keluarga masyarakat dan tenaga medis ddalam pelayanan kesehatan
Bencana. Metode yang digunakan adalah study literature. Google dan google schoolar digunakan sebagai sumber
utama dari database yang digunakan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk mengekstraksi penelitian melalui
software publish or perish. Dari penelitian yang telah dilakukan, Pelayanan kesehatan bencana adalah aspek yang
sangat kompleks dan menantang dari sistem kesehatan, yang memerlukan pendekatan multi-disiplin dan
kolaboratif. Pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga
medis adalah dasar yang kuat untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan berkelanjutan.
Kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu
sangat penting untuk memastikan bahwa upaya respon dan pemulihan bencana dapat dilakukan secara
terkoordinasi dan efektif. Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang
memadai, juga sangat penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan bencana.

Kata kunci: hak dan kewajiban pasien, tenaga medis, pelayanan kesehatan

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan merupakan aspek kritis yang memerlukan koordinasi dan kerjasama
berbagai pihak, termasuk pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga medis (Sembiring et al.,
2024). Pelayanan kesehatan bencana adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memberikan
perawatan medis dan dukungan kesehatan kepada individu yang terdampak oleh situasi darurat
atau bencana (Prayuti et al., 2024). Situasi ini bisa berupa bencana alam seperti gempa bumi,
tsunami, banjir, dan angin topan, ataupun bencana buatan manusia seperti konflik bersenjata,
ledakan bahan kimia, dan kebakaran besar. Tujuan utama dari pelayanan kesehatan bencana
adalah untuk menyelamatkan nyawa, mencegah cedera lebih lanjut, dan meminimalkan

dampak kesehatan dari bencana tersebut (Susanti & Supartono, 2023). Ini melibatkan
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koordinasi yang ketat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi internasional,
lembaga non-pemerintah, komunitas lokal, dan individu.

Kesiapsiagaan adalah kunci dalam pelayanan kesehatan bencana (Lestyoningsih &
Lindawati, 2021). Ini mencakup berbagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi untuk
memastikan bahwa sistem kesehatan siap merespon dengan cepat dan efektif. Langkah-
langkah kesiapsiagaan meliputi pelatihan tenaga medis, pengembangan rencana darurat,
penyimpanan persediaan medis yang cukup, dan edukasi masyarakat tentang langkah-langkah
yang harus diambil saat bencana terjadi (Machmud, 2008). Pelatihan yang dilakukan mencakup
simulasi bencana yang memungkinkan tenaga medis dan responden darurat untuk berlatih
dalam situasi yang mendekati kenyataan. Edukasi masyarakat juga penting untuk memastikan
bahwa mereka mengetahui rute evakuasi, lokasi pos kesehatan darurat, dan cara memberikan
pertolongan pertama.

Respon terhadap bencana adalah tahap di mana pelayanan kesehatan bencana benar-
benar diuji. Pada saat bencana terjadi, akses ke fasilitas kesehatan mungkin terganggu, dan
jumlah korban yang membutuhkan perawatan medis bisa melebihi kapasitas normal
(Cahyaningrum, 2023). Dalam situasi ini, penting untuk memiliki sistem triase yang efektif
untuk menentukan prioritas perawatan berdasarkan tingkat keparahan cedera. Tenaga medis
harus mampu bekerja di bawah tekanan, sering kali dengan sumber daya yang terbatas, dan
dalam kondisi lingkungan yang berbahaya. Mereka juga harus dapat berkoordinasi dengan tim
respon lainnya, termasuk pemadam kebakaran, polisi, dan tim penyelamat, untuk memastikan
bahwa upaya penyelamatan dan perawatan dapat dilakukan dengan aman dan efisien.

Setelah fase akut dari bencana berlalu, fokus pelayanan kesehatan bergeser ke pemulihan.
Pemulihan melibatkan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban, serta rekonstruksi fasilitas
kesehatan yang rusak. Pada tahap ini, dukungan psikososial menjadi sangat penting, karena
banyak korban bencana mengalami trauma psikologis yang signifikan (Sianipar, 2020).
Layanan kesehatan mental, termasuk konseling dan terapi kelompok, dapat membantu individu
dan komunitas untuk pulih secara emosional dan kembali ke kehidupan normal. Selain itu,
penting untuk mengatasi masalah kesehatan masyarakat yang mungkin timbul akibat bencana,
seperti wabah penyakit menular akibat kondisi sanitasi yang buruk.

Hak dan kewajiban berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan bencana sangat penting
untuk dipahami dan dihormati. Pasien, sebagai penerima utama layanan, memiliki hak untuk
mendapatkan perawatan yang layak dan informasi yang jelas tentang kondisi mereka (Faradila,
2021). Mereka juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kesehatan yang akurat

dan mengikuti instruksi medis. Keluarga pasien berhak untuk mendapatkan informasi yang
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diperlukan untuk membuat keputusan medis yang tepat bagi anggota keluarga mereka, serta
untuk memberikan dukungan emosional dan logistik. Namun, mereka juga memiliki kewajiban
untuk mematuhi aturan dan prosedur yang ada di fasilitas kesehatan.

Tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, memiliki hak
atas kondisi kerja yang aman dan dukungan psikologis, serta perlindungan hukum dalam
menjalankan tugas mereka (Firmansyah & Selian, 2022). Di sisi lain, mereka memiliki
kewajiban untuk memberikan perawatan yang profesional, etis, dan sesuai dengan standar
medis. Mereka harus mampu bekerja di bawah tekanan, beradaptasi dengan situasi yang
berubah dengan cepat, dan berkomunikasi efektif dengan pasien dan keluarga mereka.
Masyarakat secara keseluruhan juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat
tentang kesehatan publik dan akses ke pelayanan kesehatan yang memadai selama bencana
(Safitri & Dianita, 2021). Kewajiban mereka termasuk mematuhi instruksi otoritas kesehatan
dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi dan pemulihan.

Aspek hukum dan etika memainkan peran penting dalam pelayanan kesehatan bencana.
Hukum internasional, seperti Konvensi Jenewa, menetapkan kerangka kerja untuk
perlindungan hak asasi manusia dalam situasi darurat (Israq, 2020). Di tingkat nasional,
undang-undang dan peraturan pemerintah mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang
terlibat dalam pelayanan kesehatan bencana. Selain itu, isu-isu etika seperti keadilan distribusi
sumber daya medis, prioritas perawatan, dan perlindungan kelompok rentan sering kali menjadi
tantangan dalam situasi bencana. Oleh karena itu, tenaga medis dan pengambil kebijakan harus
mempertimbangkan prinsip-prinsip etika ini dalam setiap keputusan yang mereka buat.

Teknologi dan inovasi juga memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan
efektivitas pelayanan kesehatan bencana. Teknologi informasi dan komunikasi dapat
digunakan untuk meningkatkan akses dan distribusi informasi kesehatan, baik kepada
masyarakat maupun di antara tim respon (Budiyanti & Herlambang, 2021). Misalnya, sistem
peringatan dini dan aplikasi kesehatan darurat dapat memberikan informasi real-time yang
penting bagi responden darurat dan masyarakat. Inovasi medis, seperti telemedicine,
memungkinkan tenaga medis untuk memberikan konsultasi dan perawatan jarak jauh kepada
pasien di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, penggunaan data besar dan analitik dapat
membantu dalam perencanaan dan koordinasi respon bencana dengan lebih efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hak dan kewajiban tersebut
diterapkan dalam situasi bencana, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta
mengevaluasi efektivitas kerjasama antara pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga medis.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk
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meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan bencana, serta memperkuat kebijakan

dan praktek yang mendukung kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

KAJIAN TEORITIS
Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan bencana merupakan suatu disiplin yang kompleks dan dinamis,
yang memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai teori dan konsep untuk memastikan
efektivitasnya (Febriyanto et al., 2022). Teori manajemen bencana memberikan kerangka kerja
dasar untuk memahami bagaimana merencanakan, merespons, dan memulihkan diri dari
bencana. Menurut teori ini, manajemen bencana dibagi menjadi empat tahap utama: mitigasi,
kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan. Tahap mitigasi berfokus pada tindakan preventif untuk
mengurangi risiko dan dampak bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan
bencana dan perencanaan tata ruang yang bijaksana. Kesiapsiagaan melibatkan penyusunan
rencana darurat, pelatihan tenaga medis, dan penyediaan peralatan serta obat-obatan yang
diperlukan. Respons adalah tahap di mana upaya-upaya darurat dilakukan untuk
menyelamatkan nyawa dan memberikan perawatan medis kepada korban. Pemulihan
mencakup rehabilitasi fisik dan mental korban serta rekonstruksi infrastruktur kesehatan yang
rusak.

Dalam teori sistem kesehatan, sistem kesehatan yang kuat dan tangguh diperlukan untuk
memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat terus berfungsi selama dan setelah bencana. Ini
melibatkan penguatan komponen-komponen kunci sistem kesehatan, seperti sumber daya
manusia, logistik, informasi kesehatan, dan pembiayaan (Kusworo et al., 2021). Teori ini juga
menekankan pentingnya koordinasi antar sektor dan kerjasama internasional dalam merespons
bencana, karena sering kali dampak bencana melampaui batas geografis dan administratif.
Prinsip-prinsip etika memainkan peran penting dalam pelayanan kesehatan bencana. Prinsip-
prinsip seperti keadilan, beneficence (berbuat baik), nonmaleficence (tidak merugikan), dan
otonomi harus dijadikan panduan dalam pengambilan keputusan selama situasi darurat. Prinsip
keadilan, misalnya, menuntut bahwa sumber daya yang terbatas harus didistribusikan secara
adil dan prioritas perawatan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Prinsip
beneficence dan nonmaleficence mengharuskan tenaga medis untuk memberikan perawatan
yang terbaik dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien. Prinsip
otonomi menekankan pentingnya menghormati hak pasien untuk membuat keputusan sendiri

mengenai perawatan mereka, bahkan dalam situasi darurat.
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Aspek hukum juga sangat penting dalam pelayanan kesehatan bencana. Hukum
internasional, seperti Konvensi Jenewa, menyediakan kerangka kerja untuk perlindungan hak
asasi manusia dalam situasi darurat (Triana et al., 2023). Di tingkat nasional, berbagai undang-
undang dan peraturan mengatur bagaimana pelayanan kesehatan bencana harus dilaksanakan.
Misalnya, undang-undang darurat mungkin memberikan otoritas tambahan kepada pemerintah
untuk mengalokasikan sumber daya, mengatur pergerakan penduduk, dan menetapkan
protokol kesehatan khusus. Pemahaman yang baik tentang aspek hukum ini penting bagi semua
pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan bencana untuk memastikan bahwa tindakan
mereka sesuai dengan hukum dan melindungi hak-hak individu.

Teknologi dan inovasi merupakan elemen yang semakin penting dalam pelayanan
kesehatan bencana. Teori adopsi inovasi menyoroti bagaimana teknologi baru dapat
diintegrasikan ke dalam praktik kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
respons bencana (Jafar, 2020). Misalnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi
(ICT) dapat mempercepat pengumpulan dan distribusi informasi kesehatan, sementara
telemedicine dapat memungkinkan tenaga medis untuk memberikan konsultasi dan perawatan
dari jarak jauh. Selain itu, analitik data besar dapat membantu dalam pengambilan keputusan
yang lebih tepat berdasarkan analisis data real-time mengenai kebutuhan kesehatan dan
distribusi sumber daya. Dalam kajian teoritis pelayanan kesehatan bencana, konsep ketahanan
(resilience) juga sangat penting. Ketahanan mengacu pada kemampuan sistem kesehatan,
komunitas, dan individu untuk menghadapi, beradaptasi, dan pulih dari bencana. Teori
ketahanan menekankan pentingnya pembangunan kapasitas lokal, peningkatan kesiapan, dan
penguatan mekanisme dukungan sosial. Dengan meningkatkan ketahanan, sistem kesehatan
dapat lebih efektif merespons bencana dan meminimalkan dampak negatifnya terhadap
kesehatan masyarakat.

Kajian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan multi-disiplin dalam pelayanan
kesehatan bencana. Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu seperti kesehatan masyarakat,
kedokteran, teknik, manajemen, dan ilmu sosial dapat menghasilkan pendekatan yang lebih
komprehensif dan holistik. Misalnya, kolaborasi antara insinyur dan profesional kesehatan
dapat menghasilkan solusi inovatif untuk membangun fasilitas kesehatan yang lebih tangguh
terhadap bencana. Demikian pula, kolaborasi dengan ilmuwan sosial dapat membantu
memahami dinamika komunitas dan mengembangkan strategi komunikasi yang lebih efektif.
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasien memiliki hak fundamental yang diakui secara luas dalam berbagai dokumen hak

asasi manusia dan standar medis internasional. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan
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perawatan medis yang layak, informasi yang jelas dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya,
hak untuk memberikan persetujuan sebelum menerima tindakan medis (informed consent),
serta hak atas privasi dan kerahasiaan informasi medis mereka (Naurah et al., 2024). Hak-hak
ini bertujuan untuk melindungi martabat dan otonomi pasien, memastikan mereka dapat
berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait perawatan mereka sendiri. Namun,
pasien juga memiliki kewajiban yang tidak kalah penting. Kewajiban ini mencakup
memberikan informasi yang akurat dan lengkap tentang riwayat kesehatan dan kondisi saat ini
kepada tenaga medis, mematuhi instruksi medis dan rencana perawatan yang disepakati, serta
menghormati hak-hak tenaga medis dan pasien lain. Kewajiban-kewajiban ini penting untuk
memastikan bahwa tenaga medis dapat memberikan perawatan yang efektif dan bahwa sumber
daya kesehatan dapat digunakan secara efisien.
Hak dan Kewajiban Keluarga Pasien

Keluarga pasien juga memiliki peran krusial dalam pelayanan kesehatan, terutama
dalam memberikan dukungan emosional dan logistik kepada pasien. Hak keluarga mencakup
hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dan jelas tentang kondisi kesehatan anggota
keluarga mereka yang dirawat, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan medis
jika pasien tidak mampu melakukannya sendiri . Hak ini penting untuk memastikan bahwa
keluarga dapat membantu dalam perawatan pasien dan mendukung proses pemulihan
(Pramesuari & Agus, 2023). Di sisi lain, keluarga memiliki kewajiban untuk menghormati
prosedur dan aturan yang berlaku di fasilitas kesehatan, mendukung rencana perawatan yang
telah disepakati, dan memberikan informasi yang relevan tentang riwayat kesehatan pasien
yang mungkin tidak diketahui oleh pasien itu sendiri. Kewajiban-kewajiban ini membantu
memastikan bahwa perawatan medis dapat diberikan secara efisien dan efektif, serta bahwa
lingkungan perawatan tetap kondusif bagi semua pasien dan tenaga medis.
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Masyarakat luas juga memiliki hak dan kewajiban dalam konteks pelayanan kesehatan,
terutama dalam situasi bencana. Hak masyarakat meliputi akses terhadap informasi kesehatan
publik yang akurat dan tepat waktu, serta akses ke pelayanan kesehatan yang memadai selama
bencana (Pakpahan et al., 2022). Hak ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang
lain selama situasi darurat. Kewajiban masyarakat termasuk mematuhi instruksi dan protokol
kesehatan yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan, berpartisipasi dalam upaya mitigasi risiko

bencana, dan membantu anggota komunitas yang lebih rentan. Kewajiban ini bertujuan untuk
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memastikan bahwa respon terhadap bencana dapat dilakukan secara kolektif dan efektif,
mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan mendukung upaya pemulihan setelah bencana.
Hak dan Kewajiban Tenaga Medis

Tenaga medis, termasuk dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya, memiliki hak
atas kondisi kerja yang aman, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum dalam
menjalankan tugas mereka (Riska Hadiyati Putru et al., 2020). Hak-hak ini penting untuk
memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan baik dan tanpa rasa takut, terutama dalam
situasi yang berisiko tinggi seperti bencana. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan
pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif.
Namun, tenaga medis juga memiliki kewajiban yang berat. Mereka harus memberikan
perawatan yang profesional, etis, dan sesuai standar medis, serta beradaptasi dengan situasi
yang berubah dengan cepat. Kewajiban mereka termasuk menjaga kerahasiaan informasi
pasien, berkomunikasi secara efektif dengan pasien dan keluarga mereka, serta berkoordinasi
dengan tim medis lainnya dan otoritas kesehatan. Dalam situasi bencana, mereka juga harus
mampu bekerja di bawah tekanan dan membuat keputusan cepat yang bisa mempengaruhi

nyawa pasien.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah study literature. Study Literature
adalah penelitian sekunder yang menggabungkan temuan dari berbagai penelitian utama untuk
menjawab pertanyaan penelitian (Kerres & Bedenlier, 2020) studi ini mengadopsi proses
review oleh Sharif (Sharif, 2019). Google dan google schoolar digunakan sebagai sumber
utama dari database yang digunakan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 untuk mengekstraksi

penelitian melalui software publish or perish.
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Langkah 1 : Fokus menyusun pertanyaan

Mengembangkan fokus pertanyaan

Mencari penelitian yang relevan

Langkah 2: Lokasi penelitian

Langkah 3: Seleksi penelitian dan evaluasi

Memasukkan artikel yang termasuk dan tidak termasuk dari
kriteria

Langkah 4 :Analisis dan sintesis

Analisis dan sintesis artikel yang dipilih

Melaporkan dan menggunakan hasil

Merangkum semua penelitian

Gambar 1. Lima langkah SLR diadaptasi dari Denyer dan Tranfield (Denyer & Tranfield,
2009), Han, dkk (Denyer & Tranfield, 2009) dalam Husamah, dkk (Husamah et al., 2022)
Strategi pencarian yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah melalui kombinasi,
kondisi, dan kata kunci “hak dan kewajiban pasien, dan pelayanan kesehatan” dalam pencarian
artikel. Selanjutnya mengamati artikel penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020, judul,
abstrak, dan kata kunci yang dibagikan sebagai langkah pertama dalam mencari artikel terkait
yang memenuhi kriteria. Study literature review (SLR) ini mengadopsi pedoman lima langkah
dari Denyer dan Tranfield (Denyer & Tranfield, 2009) (Gambar 1). Metode ini juga telah
diterapkan oleh beberapa studi SLR. Organisasi SLR dan analisis mengikuti fitur-fitur penting,
dilaporkan dalam Han et al (Han et al., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelusuran artikel mulai tahun 2019, diperoleh sebanyak 10 artikel yang
sesuai dapat dijabarkan pada tabel 1.
Tabel 1. Hasil Penelitian

No. Judul Tahun Penulis
1. Startegi Implementasi Kebijakan Penanganan 2019 (Ibrahim &
Covid 19 untuk Ketahanan Nasional Berbasis Nugrahani,
Community Development (Konsep 2021)

Pentahelix) Di Propinsi Maluku Utara
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2. Merunut Konstitusionalisme Hak Atas 2022 (Basuki, 2020)
Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi
Manusia

3. Perlindungan Hukum Dan Hak Memperoleh 2021 (Putra, 2023)
Keselamatan Kerja Bagi Tenaga Kesehatan
Akibat Pandemi Covid-19

4. Hak dan Privasi Pasien Rumah Sakit di Era 2022 (Naurah et al.,
Digitalisasi 2024)

5. Aspek Hukum Dalam Kolaborasi Pada 2019 (Ananda,
Pelayanan Kesehatan Antara Tenaga Medis 2024)
Dan Tenaga Keperawatan Di Rumah Sakit

6. Perlindungan Terhadap Hak Petugas Medis 2022 (Tahir, 2023)

Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari
Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan

7. Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan 2023 (Santy
dan Kesehatan Tenaga Kesehatan Akibat Febryaningsih,
Pandemi Covid 19 2023)

8. Tanggung Jawab Yang Lahir Dari Kewajiban 2023 (Ilmania et al.,
Atas Kesehatan Masyarakat Di Masa 2022)
Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif HAM
(Hak Asasi Manusia)

9. Gambaran Pelaksanaan Rujukan Berjenjang 2023 (Salsabila et
BPJS Kesehatan di Indonesia al., 2022)

10.  Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian 2023 (Rozakiya et
Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Terhadap al., 2019)

Narapidana ( Studi Kasus Di Lembaga
Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan )
Pasien merupakan pusat dari pelayanan kesehatan, terutama dalam situasi bencana yang

mengharuskan penanganan cepat dan tepat. Hak-hak pasien yang paling mendasar meliputi hak
untuk mendapatkan perawatan medis yang layak, informasi yang jelas mengenai kondisi
kesehatan mereka, hak atas privasi, dan hak untuk memberikan persetujuan sebelum menerima
tindakan medis. Studi oleh Basuki (2020) menekankan pentingnya hak atas pelayanan
kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh
negara dan penyedia layanan kesehatan.

Namun, pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat
mengenai kondisi kesehatan mereka, mengikuti instruksi medis, dan mematuhi protokol
kesehatan yang diberlakukan, terutama dalam situasi pandemi seperti Covid-19. Penelitian oleh
Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan pasien terhadap protokol kesehatan
dapat memperburuk penyebaran penyakit dan memperpanjang masa pemulihan masyarakat.
Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban pasien menjadi sangat krusial untuk

efektivitas pelayanan kesehatan bencana.
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Hak dan Kewajiban Keluarga

Keluarga pasien memainkan peran penting dalam memberikan dukungan emosional
dan fisik kepada pasien. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai
tentang kondisi kesehatan anggota keluarga mereka dan untuk terlibat dalam pengambilan
keputusan medis jika pasien tidak mampu melakukannya sendiri. Penelitian oleh Naurah et al.
(2024) menggarisbawahi bahwa transparansi dan komunikasi yang baik antara tenaga medis
dan keluarga pasien sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kerjasama dalam
perawatan pasien. Di sisi lain, keluarga juga memiliki kewajiban untuk menghormati aturan
dan prosedur yang berlaku di fasilitas kesehatan, mendukung rencana perawatan yang disusun
oleh tenaga medis, dan membantu memastikan bahwa pasien mengikuti instruksi medis. Studi
oleh Ananda (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga yang positif dapat membantu
mempercepat proses pemulihan pasien dan meringankan beban tenaga medis. Namun,
kurangnya pemahaman atau komunikasi yang buruk dapat menyebabkan konflik dan
menghambat proses perawatan.

Masyarakat secara keseluruhan memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang
akurat dan tepat waktu mengenai situasi bencana dan langkah-langkah yang harus diambil
untuk melindungi diri mereka. Hak ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat
dapat membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga
kesehatan mereka. Ilmania et al. (2022) menekankan bahwa akses terhadap informasi
kesehatan yang transparan dan terpercaya sangat penting dalam meningkatkan kesadaran dan
kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama pandemi.

Kewajiban masyarakat mencakup mematuhi instruksi dan protokol kesehatan yang
dikeluarkan oleh otoritas kesehatan, berpartisipasi dalam upaya mitigasi bencana, dan
membantu anggota komunitas yang lebih rentan. Penelitian oleh Ibrahim & Nugrahani (2021)
menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi bencana, seperti
melalui konsep pentahelix berbasis community development, dapat meningkatkan ketahanan
komunitas terhadap bencana. Oleh karena itu, kerjasama dan solidaritas masyarakat sangat
diperlukan untuk memastikan efektivitas respon terhadap bencana.

Tenaga medis, yang terdiri dari dokter, perawat, dan petugas kesehatan lainnya,
memiliki hak atas kondisi kerja yang aman, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis.
Penelitian oleh Tahir (2023) dan Santy Febryaningsih (2023) menekankan bahwa perlindungan
terhadap hak-hak tenaga medis menjadi sangat krusial selama pandemi, karena mereka berada

di garis depan dalam menghadapi risiko infeksi dan beban kerja yang berat. Perlindungan
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hukum yang memadai dan dukungan psikologis yang baik dapat membantu tenaga medis
menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif dan tanpa rasa takut. Namun, tenaga medis juga
memiliki kewajiban untuk memberikan perawatan yang profesional, etis, dan sesuai standar.
Mereka harus mampu bekerja di bawah tekanan dan dalam kondisi yang berubah dengan cepat,
serta berkomunikasi dengan efektif dengan pasien dan keluarganya. Penelitian oleh Putra
(2023) menunjukkan bahwa tenaga medis yang terlatih baik dalam aspek teknis dan
komunikasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mempercepat proses
pemulihan pasien. Selain itu, mereka juga harus menjaga kerahasiaan informasi medis pasien
dan bekerja sama dengan tim medis lainnya dan otoritas kesehatan untuk memastikan respon
yang terkoordinasi dan efisien terhadap bencana.

Hak dan kewajiban yang diemban oleh pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga medis
sering kali dapat menimbulkan konflik, terutama dalam situasi darurat. Misalnya, hak pasien
untuk menolak perawatan mungkin bertentangan dengan kewajiban tenaga medis untuk
memberikan perawatan yang mereka anggap diperlukan. Begitu pula, hak masyarakat untuk
mendapatkan informasi yang lengkap mungkin berbenturan dengan kewajiban untuk menjaga
kerahasiaan informasi pasien. Penelitian oleh Rozakiya et al. (2019) dan aspek hukum yang
dijelaskan oleh Ananda (2024) menunjukkan bahwa konflik ini memerlukan penanganan yang
hati-hati melalui kerangka hukum dan etika yang jelas. Untuk mengatasi tantangan ini, penting
untuk memiliki panduan yang jelas dan pelatihan yang memadai bagi semua pemangku
kepentingan. Edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu meningkatkan
pemahaman dan keterampilan dalam menangani situasi yang kompleks dan dinamis. Selain itu,
pendekatan kolaboratif dan partisipatif, di mana semua pihak bekerja bersama untuk mencapai

tujuan bersama dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat, sangat diperlukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan kesehatan bencana adalah aspek yang sangat kompleks dan menantang dari
sistem kesehatan, yang memerlukan pendekatan multi-disiplin dan kolaboratif. Pemahaman
yang mendalam tentang hak dan kewajiban pasien, keluarga, masyarakat, dan tenaga medis
adalah dasar yang kuat untuk membangun sistem pelayanan kesehatan yang adil, efektif, dan
berkelanjutan. Kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, lembaga non-
pemerintah, komunitas lokal, dan individu sangat penting untuk memastikan bahwa upaya
respon dan pemulihan bencana dapat dilakukan secara terkoordinasi dan efektif.
Pengembangan kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang memadai, juga

sangat penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan bencana.
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